
1  

IMPLEMENTASI TUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM (JDIH) DPRD KOTA SURAKARTA DALAM MEWUJUDKAN E-GOVERNANCE 

 

Muhammad Haekal Septiawan; Muhammad Junaidi, S.Ag., S.H., M.Ag 

  Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl. A Yani Kartasura, Central Java 67169, Indonesia. Tel./Fax.: (+62271) 

 
                         Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas pengelola Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta dalam mewujudkan E-

Governance . Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelola JDIH DPRD Kota Surakarta berperan aktif melalui 

pembentukan gugus tugas, penyusunan anggaran, pemeliharaan sistem, serta kolaborasi 

dengan instansi terkait. Implementasi JDIH berkontribusi pada peningkatan transparansi, 

akuntabilitas, dan kemudahan akses dokumen hukum secara daring, yang berdampak 

positif pada literasi hukum masyarakat. Meski dihadapkan pada kendala seperti 

keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, upaya strategis yang dilakukan 

menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan layanan informasi hukum berbasis 

digital. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penguatan sinergi 

antarinstansi, dan inovasi promosi literasi hukum digital untuk mengoptimalkan peran 

JDIH dalam mendukung E-Governance. 

 

Kata Kunci: DPRD Kota Surakarta, JDIH, E-Governance. 

Abstract 

This study aims to analyze the implementation of the duties of the Legal Documentation 

and Information Network (JDIH) managers of the Surakarta City Council (DPRD) in 

realizing e-governance. The research method used a qualitative approach with data 

collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The 

results indicate that the JDIH managers of the Surakarta City DPRD play an active role 

through the formation of task forces, budget preparation, system maintenance, and 

collaboration with relevant agencies. The implementation of JDIH contributes to 

increased transparency, accountability, and ease of access to online legal documents, 

which has a positive impact on public legal literacy. Despite facing obstacles such as 

limited budget and human resources, the strategic efforts undertaken demonstrate a strong 

commitment to strengthening digital-based legal information services. This study 

recommends increasing human resource capacity, strengthening synergy between 

agencies, and innovative ways to promote digital legal literacy to optimize the role of 

JDIH in supporting e-governance. 
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1. PENDAHULUAN  

Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia 

merupakan negara hukum. Sebagai salah satu asas utama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. 

Dalam konsep negara hukum, seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Tujuannya 

adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh 

karena itu, informasi hukum memainkan peran penting dalam memastikan masyarakat memahami dan 

mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu system adalah 

implementasi. Kebijakan yang telah ditemukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan 

pernah terwujudkan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan 

mekanisme penjabaran.(Rais, 2022)  

 Keputusan-keputusan politik dalam prosedur–prosedur rutin lewat saluran – saluran birokrasi, 

melainkan lebih dari pada itu menyangkut masalah konflik, Keputusan dan siapa memperoleh apa dari 

suatu Kebijaksanaan. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carringout (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). 

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan  sesuatu harus disertai sarana 

yang mendukung yang nantinya menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu ituTransparansi 

(transparency), yaitu Keterbukaan dalam suatu proses pengambilan keputusan dalam menyampaikan 

informasi yang berkaitan dengan perusahaan. 

 Sebagai Ulil Amri, pemerintah terutama bertugas menjaga keadilan sosial. Ajaran Islam sangat 

menekankan keadilan, dan pemerintah hadir untuk menjamin hak-hak setiap orang dihormati, apa pun 

latar belakangnya. Dalam situasi ini, pemerintah bertugas mencegah penindasan dan memastikan 

kesetaraan. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur’an : 

َ يَأمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰنٰتِ اِلٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ انَْ   اِنَّ اللّٰه

 

َ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرً  ِۗ اِنَّ اللّٰه ا يَعِظُكُمْ بِه  َ نعِِمَّ  تحَْكُمُوْا بِالْعَدْلِِۗ اِنَّ اللّٰه

   “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” (Zahra, 2022) 

  Permintaan akan informasi yang mudah diakses, khususnya informasi hukum, semakin penting 

di era digital yang terus berubah. Aturan hukum sangat penting untuk menegakkan keadilan, 

ketertiban, dan hak-hak individu. Prinsip rule of law menegaskan  bahwa hukum merupakan otoritas 

tertinggi dalam menjalankan  suatu  pemerintahan  negara. Agar masyarakat dapat melaksanakan 
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hak dan tanggung jawabnya seefektif mungkin, pemahaman hukum yang kuat di tingkat masyarakat 

sangat membantu dalam pengembangan kesadaran hukum yang tinggi. Namun, tidak semua orang 

di masyarakat memahami hukum dengan baik. Keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang 

dapat dipercaya, relevan, dan akurat merupakan salah satu penyebab utamanya.(Montolalu, 2022) 

  Di Indonesia, penguatan E-Governance  menjadi prioritas penting pemerintah, terlihat dari 

berbagai kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Salah satu contoh nyata pelaksanaannya 

adalah pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang bertujuan 

menyebarluaskan berbagai produk hukum secara terbuka melalui platform digital. JDIH berfungsi 

memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses peraturan perundang-undangan, sehingga 

hak warga negara untuk mendapatkan informasi hukum dapat terpenuhi. Dalam rangka E-

Governance , JDIH memiliki peran penting sebagai alat yang tidak hanya menyediakan data hukum, 

tetapi juga menjadi bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.(Mulyono, 2021) 

  Perkembangan teknologi digital telah mengubah penyampaian dan aksesibilitas informasi 

secara signifikan. Teknologi digital telah muncul sebagai instrumen penting dalam bidang hukum 

untuk membantu masyarakat mengakses informasi hukum. Sebelumnya, informasi hukum hanya 

dapat diakses melalui materi cetak atau dokumen berwujud, namun kini informasi hukum dapat 

diakses secara luas melalui berbagai saluran digital. Masyarakat kini dapat mengakses informasi 

hukum dengan lebih cepat, mudah, dan efektif. Kebutuhan masyarakat akan akses terhadap 

informasi hukum yang akurat dan terpercaya semakin meningkat seiring dengan perkembangan era 

digital.  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi sistem JDIH di DPRD Kota 

Surakarta dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara digital, serta 

mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam optimalisasi layanan informasi 

hukum berbasis teknologi di tingkat daerah dengan mengkaji Bagaimana latar belakang pentingnya 

implementasi sistem JDIH DPRD Surakarta dalam konteks negara hukum Indonesia. Bagaimana 

penerapan tugas pengelola JDIH DPRD Kota Surakarta dalam mewujudkan E-Governance dan 

Bagaimana peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta 

dalam mendukung terwujudnya E-Governance.(Anggraeni, 2024).  . 

2. METODE  

 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara Rizki Tegar R Simangunsong, S.E selaku Wakil Ketua Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum DPRD Kota Surakarta, didukung observasi langsung dan studi dokumentasi 

terhadap aktivitas JDIH. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan 
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Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga 

melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan 

gambaran komprehensif mengenai efektivitas, tantangan, dan peluang pengembangan sistem JDIH 

DPRD Kota Surakarta dalam meningkatkan literasi hukum digital masyarakat.(Rahayu, 2021). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Peran DPRD dalam Mendukung Pengelolaan dan Pengembangan Sistem JDIH di 

Sekretariat Dewan Surakarta 

  Peran DPRD dalam mendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 

sangat nyata dan strategis, terutama dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi yang 

menekankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Komitmen ini sejalan dengan 

grand design reformasi birokrasi nasional yang mendorong optimalisasi teknologi informasi 

sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal penyebaran 

informasi hukum.(Utami, 2025) 

  Dalam konteks ini, transformasi ke platform digital bukan hanya menjadi pilihan, 

melainkan kebutuhan yang mendesak. DPRD Kota Surakarta melalui Sekretariat Dewan 

secara aktif mengambil peran penting dalam mengarahkan dan mendukung pengembangan 

sistem JDIH yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini 

dilakukan dengan mengintegrasikan layanan dokumentasi hukum ke dalam sistem digital 

yang mudah diakses, inklusif, dan berkelanjutan.(Gunadi, 2024) 

  Salah satu wujud konkret dari transformasi ini adalah pengembangan situs laman web 

JDIH DPRD Kota Surakarta yang dirancang sesuai standar dari Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Situs ini memuat berbagai produk 

hukum yang dihasilkan oleh DPRD, seperti peraturan daerah, keputusan DPRD, risalah rapat, 

serta dokumen lain yang berkaitan dengan legislasi dan pengawasan. Tidak hanya berhenti 

pada penyediaan laman website, DPRD juga menunjukkan inovasi dengan mengembangkan 

aplikasi berbasis Android untuk memperluas jangkauan aksesibilitas masyarakat, khususnya 

generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi mobile.(Norhaliza, 2025) 

  Inisiatif digitalisasi ini merupakan bukti nyata bahwa DPRD Kota Surakarta tidak hanya 

menjalankan fungsi legislasi secara normatif, tetapi juga berupaya menguatkan peran 

edukatifnya terhadap masyarakat melalui pendekatan modern. Komitmen ini didukung pula 

dengan alokasi sumber daya (baik sumber daya manusia maupun anggaran), penguatan 

kelembagaan melalui pembentukan tim kerja JDIH lintas bagian, dan kolaborasi aktif dengan 

instansi terkait seperti Diskominfo dan Bagian Hukum Pemerintah Kota. 
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  Pengelolaan JDIH oleh DPRD Kota Surakarta tidak hanya bersifat simbolik atau 

administratif semata, melainkan diwujudkan melalui langkah-langkah operasional yang 

sistematis dan berorientasi pada hasil. Beberapa tindakan nyata tersebut mencerminkan 

kesungguhan dalam membangun JDIH yang fungsional, adaptif, dan terintegrasi. 

1. Pembentukan Gugus Tugas JDIH 

 Langkah pertama yang menjadi fondasi dari pengelolaan JDIH adalah pembentukan 

Gugus Tugas JDIH DPRD Kota Surakarta. Gugus tugas ini dibentuk melalui Surat 

Keputusan Sekretaris DPRD, yang secara hukum memberikan legitimasi dan kewenangan 

kepada anggota tim untuk bekerja lintas bidang. Dari hasil wawancara, dijelaskan bahwa 

struktur gugus tugas ini melibatkan beberapa bagian, seperti bagian persidangan, bagian 

perundang-undangan, hingga sekretariat. 

 Setiap anggota tim bertanggung jawab atas pemutakhiran dan penyediaan dokumen 

hukum sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya masing-masing. Pola kerja ini 

mempercepat proses input data, mencegah tumpang tindih informasi, dan menciptakan 

sistem kerja kolektif yang efisien. Di samping itu, struktur ini juga memberi ruang bagi 

kolaborasi antar-unit yang selama ini cenderung bekerja secara sektoral. 

2. Penganggaran Konsultasi Pengembangan Laman website 

 Langkah konkret selanjutnya yang sangat strategis adalah penganggaran untuk konsultasi 

pengembangan laman website JDIH. Berdasarkan keterangan dari narasumber, DPRD 

menyadari pentingnya kemandirian sistem digital, sehingga diputuskan untuk membangun 

laman website JDIH yang berdiri sendiri dan tidak hanya menjadi subdomain dari portal 

utama DPRD atau sekretariat. 

 Keputusan ini tidak diambil secara sembarangan. Sebelumnya dilakukan serangkaian 

diskusi internal serta konsultasi dengan pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang 

sistem informasi hukum. Penganggaran jasa konsultan dilakukan secara resmi melalui 

mekanisme APBD, menunjukkan adanya komitmen pembiayaan yang jelas dari DPRD. 

3. Koordinasi Internal dan Evaluasi Berkala 

 Salah satu kekuatan yang turut memperkuat kinerja pengelolaan JDIH di DPRD Kota 

Surakarta adalah konsistensi dalam melakukan koordinasi internal dan evaluasi berkala. 

Dalam wawancara, disebutkan bahwa rapat koordinasi minimal dilakukan setiap triwulan, 

namun pada praktiknya bisa lebih sering jika diperlukan. Rapat ini menjadi forum strategis 

untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kendala, dan menyusun langkah-langkah 
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perbaikan. 

 Melalui koordinasi ini pula, semua anggota tim pengelola memiliki ruang untuk 

menyampaikan masukan, berbagi informasi terbaru, serta memperkuat rasa kepemilikan 

terhadap sistem JDIH. Tak hanya itu, koordinasi juga digunakan sebagai sarana 

pembelajaran bersama, terutama dalam merespons pembaruan dari BPHN (Badan 

Pembinaan Hukum Nasional) maupun regulasi terkait pengelolaan informasi 

hukum.(Nasional, 2018) 

 Pengelolaan JDIH bukanlah kerja soliter; ia menuntut kolaborasi lintas sektor untuk 

menjamin kelengkapan, akurasi, dan keberlanjutan sistem informasi hukum. DPRD Kota 

Surakarta menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan JDIH tidak mungkin dicapai tanpa 

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki fungsi saling melengkapi. Oleh 

karena itu, kerja sama lintas instansi menjadi salah satu pilar penting dalam operasionalisasi 

JDIH secara efektif. 

I. Kolaborasi Teknis dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta 

  Salah satu mitra strategis DPRD dalam pengelolaan JDIH adalah Bagian Hukum 

Pemkot Surakarta. Dari hasil konversi audio wawancara, tampak bahwa hubungan 

koordinatif antara kedua lembaga ini berjalan cukup baik, khususnya dalam hal klasifikasi 

dan pembagian dokumen hukum. Bagian Hukum bertanggung jawab atas produk hukum 

eksekutif seperti peraturan wali kota dan keputusan wali kota, sementara sekretariat DPRD 

fokus pada produk hukum legislatif seperti keputusan DPRD dan risalah persidangan. 

  Kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif. 

Terdapat mekanisme konsultasi saat terjadi kerancuan dalam penempatan dokumen atau 

dalam penyusunan metadata hukum. Dengan komunikasi yang terjalin secara fungsional 

ini, terjadi efisiensi dalam pembagian tugas dan integrasi konten di portal JDIH, sehingga 

tidak terjadi duplikasi maupun kekosongan informasi. 

  Kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Surakarta adalah keterbatasan dalam 

kepemilikan server mandiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyimpanan dan 

pemeliharaan data digital JDIH. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD menjalin kerja 

sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam hal penyediaan 

server, bandwidth, serta aspek teknis pengelolaan sistem daring.(Winda, 2023) 

  Diskominfo tidak hanya menyediakan ruang server, tetapi juga menjadi mitra 

teknis dalam pemeliharaan situs laman web, penanganan gangguan sistem, dan pembaruan 
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keamanan siber. Hubungan ini bersifat mutualistik Diskominfo sebagai pemegang otoritas 

infrastruktur digital daerah mendukung keterbukaan informasi publik melalui JDIH, 

sementara DPRD memperoleh solusi atas kendala sumber daya TI internal. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH sudah mulai memasuki ekosistem digital yang 

lebih mapan dan terintegrasi, dengan peran masing-masing instansi yang jelas namun 

saling menopang. Pembinaan dan Penguatan SDM oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Pengelolaan JDIH juga menyentuh aspek kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, 

DPRD Kota Surakarta secara aktif membangun hubungan dengan DPRD Provinsi Jawa 

Tengah sebagai mitra pembina. Bentuk kerja sama yang paling nyata adalah dalam 

pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan peningkatan kompetensi 

pengelola JDIH.(Trisulo, 2024) 

  Melalui kerja sama ini, para staf dan pengelola JDIH di tingkat kota mendapat 

kesempatan untuk memahami standar pengelolaan JDIH yang lebih baik, termasuk 

penguasaan terhadap sistem klasifikasi dokumen hukum, sistem katalogisasi, dan integrasi 

ke dalam JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) yang dikelola 

BPHN. Interaksi ini juga membuka ruang pertukaran pengalaman dan best practices antar 

tingkatan pemerintahan. Bahkan, dari hasil wawancara, disinggung pula bahwa hubungan 

dengan DPRD Provinsi mendorong tumbuhnya motivasi di lingkungan internal untuk 

menjadikan JDIH tidak sekadar kewajiban formal, melainkan bagian dari transformasi 

digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.(Nuraviva, 2017) Meskipun JDIH DPRD 

Kota Surakarta telah menunjukkan inisiatif dan komitmen dalam mendokumentasikan serta 

mendiseminasikan produk hukum secara sistematis, implementasi di lapangan tidak luput 

dari kendala struktural dan teknis. Berbagai tantangan muncul, baik dari aspek sumber 

daya, kebijakan, maupun dukungan infrastruktur. Hambatan-hambatan ini, jika tidak 

ditangani secara strategis, berpotensi menghambat keberlanjutan dan efektivitas 

pengelolaan JDIH. 

  Tantangan utama dalam pengelolaan JDIH DPRD Kota Surakarta meliputi 

keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas fisik. Pertama, tidak 

adanya pos anggaran khusus untuk pengembangan JDIH menyebabkan seluruh kegiatan 

terkait harus disisipkan dalam sub-kegiatan lain, seperti publikasi DPRD. Akibatnya, 

pengelolaan JDIH kekurangan ruang fiskal untuk inovasi, pelatihan SDM, atau penguatan 

kanal komunikasi hukum digital. Tanpa afirmasi kelembagaan dan alokasi anggaran 

mandiri, pengembangan JDIH cenderung insidental, tidak terencana, dan sangat 

bergantung pada inisiatif personal tim pengelola. Kedua, keterbatasan SDM menjadi 



8  

tantangan tersendiri, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan manajemen 

konten digital. Tidak semua personel memiliki latar belakang atau pelatihan teknis dalam 

digitalisasi dokumen hukum, pengelolaan metadata, atau optimalisasi mesin pencari 

internal. Minimnya pelatihan berkelanjutan juga menyebabkan stagnasi pengembangan 

konten kreatif di media sosial, padahal kanal ini penting untuk menjangkau masyarakat 

luas, khususnya generasi muda. Ketiga, dari sisi fasilitas fisik, ruang layanan pojok JDIH 

yang terpisah dari ruang kerja tim pengelola menghambat koordinasi dan responsivitas 

terhadap permintaan masyarakat. Kondisi ini juga membatasi pelayanan langsung, seperti 

permintaan dokumen cetak atau konsultasi hukum, serta menghambat pengembangan 

pojok JDIH menjadi pusat informasi hukum yang interaktif dan edukatif. Keterbatasan 

fasilitas seperti layar interaktif, katalog elektronik, atau sistem antrean digital juga menjadi 

kendala. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi secara strategis, maka 

keberlanjutan dan efektivitas JDIH sebagai ruang layanan hukum publik yang inklusif dan 

adaptif berpotensi tidak tercapai secara optimal.(Utami, 2025) 

II. Penerapan tugas tim pengelola JDIH DPRD Kota Surakarta dalam mewujudkan E-

Governance 

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi dan pelayanan publik 

yang inklusif, JDIH DPRD Kota Surakarta telah mengembangkan berbagai sarana untuk 

mempermudah akses masyarakat terhadap produk hukum daerah. Tidak hanya sekadar 

memenuhi kewajiban normatif, pengembangan ini juga dirancang dengan 

mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan, terutama terkait dengan literasi 

hukum masyarakat dan kesenjangan akses digital. Di ranah digital, laman website dan 

aplikasi JDIH DPRD dibangun mengikuti pedoman teknis dari Kementerian Hukum dan 

HAM serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tampilan antarmuka (user 

interface) disusun secara sederhana dan intuitif, dengan navigasi menu yang mudah 

diakses oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Informasi produk hukum seperti 

perda, peraturan DPRD, keputusan pimpinan, serta dokumentasi risalah sidang disajikan 

dalam format yang dapat diunduh, dibaca secara daring, maupun dicetak ulang jika 

diperlukan. Lebih jauh, pengelola JDIH secara aktif memastikan bahwa dokumen-

dokumen hukum yang diunggah tidak hanya lengkap, tetapi juga disertai metadata yang 

relevan agar mudah ditemukan melalui fitur pencarian. Hal ini memberikan nilai tambah 

bagi pengguna yang memerlukan referensi hukum secara cepat, seperti mahasiswa 

hukum, jurnalis, peneliti, hingga masyarakat umum yang ingin memahami hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara.(Nuraviva, 2017) 
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Di sisi lain, menyadari bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses atau 

keterampilan dalam mengakses platform digital, DPRD Kota Surakarta juga 

menyediakan pojok JDIH sebagai layanan fisik di lingkungan kantor DPRD. Pojok 

JDIH ini berfungsi sebagai ruang konsultasi, pencarian informasi, dan akses langsung 

terhadap dokumentasi hukum dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kehadiran 

layanan ini mencerminkan upaya untuk menjembatani kesenjangan digital dan 

memastikan bahwa akses terhadap informasi hukum tetap merata bagi seluruh lapisan 

masyarakat, termasuk kelompok lansia, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, 

maupun warga yang belum familiar dengan teknologi informasi. 

 Pojok JDIH bukan sekadar ruang penyimpanan dokumen, melainkan dirancang 

sebagai pusat interaksi hukum yang ramah pengguna. Ke depan, pengelolaan ruang ini 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi legal information corner yang 

juga bersifat edukatif, seperti menyediakan brosur hukum populer, panduan memahami 

perda, serta layanan bimbingan hukum dasar. Dengan pendekatan hybrid 

menggabungkan kanal digital dan layanan fisik JDIH DPRD Kota Surakarta 

menegaskan perannya sebagai simpul informasi hukum yang adaptif dan berpihak pada 

keterjangkauan akses. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum 

masyarakat, DPRD secara proaktif mengembangkan berbagai strategi promosi dan 

sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pendekatan yang 

digunakan menggabungkan metode edukatif dan partisipatif agar dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Beberapa inisiatif utama meliputi: 

1) Kemitraan Strategis dengan Perguruan Tinggi 

 DPRD mengundang mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ternama seperti 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Batik (UNIBA), 

dan Universitas Surakarta (UNSA) untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. 

Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai wahana edukasi, tetapi juga menjadi 

sarana dialog interaktif antara legislatif dan generasi muda intelektual. Harapannya, 

mahasiswa dapat menjadi agen diseminasi informasi hukum di lingkungan akademik 

dan masyarakat sekitar. 

2) Sosialisasi Kreatif di Car Free Day (CFD) 

 Untuk menjangkau masyarakat umum secara lebih luas, DPRD menggelar 

sosialisasi JDIH dalam momen Car Free Day yang populer di kalangan warga. Salah 

satu program unggulan adalah “Senam JDIH”, yaitu kegiatan Zumba massal yang 
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dikombinasikan dengan pembagian brosur, handout, dan suvenir menarik. 

Format yang santai dan partisipatif ini terbukti efektif menarik perhatian pengunjung 

CFD, termasuk pedagang kaki lima, keluarga, dan komunitas olahraga. Melalui 

pendekatan ini, informasi hukum disampaikan dengan cara yang ringan namun tetap 

bermakna. 

3) Pemanfaatan Media Sosial dan Platform Digital 

 Sebagai respons terhadap tren digitalisasi, DPRD mengoptimalkan kehadiran 

JDIH di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Tiktok, Facebook, 

Youtube, atau media sosial lainnya. Konten yang disajikan meliputi informasi 

peraturan daerah, kegiatan DPRD, edukasi hukum, dan tanya-jawab interaktif. 

Format yang digunakan pun beragam mulai dari video pendek informatif, infografik, 

hingga siaran langsung. Strategi ini dirancang untuk menjangkau audiens digital, 

khususnya generasi muda yang lebih aktif di dunia maya. 

 Respons publik terhadap layanan JDIH DPRD Kota Surakarta sangat positif, 

terutama dari kalangan mahasiswa dan generasi muda yang menganggap JDIH 

sebagai terobosan baru dalam penyebaran informasi hukum yang mudah diakses dan 

user-friendly. Apresiasi masyarakat terlihat dari kemudahan menemukan dokumen 

hukum, desain antarmuka yang intuitif, serta interaksi aktif di media sosial. Kegiatan 

kreatif seperti “Senam JDIH” di Car Free Day juga berhasil menarik partisipasi 

masyarakat lintas usia, memperkuat eksposur dan literasi hukum publik. Minimnya 

keluhan melalui Unit Layanan Aduan Masyarakat (ULAS) menandakan sistem 

berjalan baik, dan kehadiran pojok JDIH offline sangat membantu kelompok yang 

belum melek digital, sehingga akses hukum menjadi lebih merata. Secara 

keseluruhan, JDIH DPRD dinilai sebagai langkah maju dalam membangun budaya 

hukum yang transparan dan partisipatif, dengan output berupa peningkatan 

sosialisasi, pengembangan platform digital, kolaborasi antarinstansi, serta digitalisasi 

dokumen hukum. Outcome yang dicapai meliputi peningkatan trafik website, 

unduhan dokumen, interaksi media sosial, dan partisipasi masyarakat. Untuk 

memperkuat keberlanjutan, DPRD berkomitmen mengembangkan evaluasi berbasis 

data dan terus berinovasi, termasuk melalui aplikasi JDIH di Google Play Store dan 

pengembangan fitur baru. Selain kanal digital, “Pojok Aspirasi” di kantor DPRD 

menjadi ruang partisipasi publik non-digital, memastikan kebijakan lahir dari 

kebutuhan nyata masyarakat dan memperkuat peran JDIH sebagai simpul informasi 

hukum yang adaptif dan inklusif.(Rizki Tpr Simangunsong, 2025) 
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3.2.Peran JDIH DPRD Kota Surakarta Dalam Mewujudkan E-Governance 

 Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta dalam 

mendukung terwujudnya E-Governance sangat krusial dan strategis. JDIH sebagai sistem 

dokumentasi hukum berbasis digital mampu menyediakan akses informasi hukum yang terpadu, 

lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip E-

Governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi layanan 

pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta memiliki peran vital dalam proses transformasi digital 

pemerintah daerah, khususnya dalam mewujudkan E-Governance yang transparan, efisien, dan 

partisipatif. Sebagai pusat layanan digital yang mengelola dokumentasi dan informasi hukum, 

JDIH memfasilitasi akses mudah dan cepat terhadap produk hukum daerah melalui platform online 

yang terintegrasi. JDIH DPRD Kota Surakarta berfungsi sebagai pusat informasi hukum yang 

menyediakan berbagai produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan DPRD, naskah 

akademik, serta dokumen hukum lainnya secara online (Selvia, 2024)  

 Secara menyeluruh, JDIH DPRD Kota Surakarta menjadi contoh nyata upaya modernisasi 

pemerintahan berbasis teknologi informasi, selaras dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Melalui 

layanan digital yang responsif dan inklusif, JDIH mendukung proses pemerintahan yang 

transparan, partisipatif, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta 

mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pembuatan kebijakan 

daerah. Dengan kontribusi strategis tersebut, JDIH bukan hanya menjadi arsip hukum digital 

semata, tetapi bertransformasi menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat 

dalam menjalankan tata kelola pemerintahan modern yang efektif dan terpercaya di Kota Surakarta 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Sebagai bagian dari rangkaian akhir penelitian ini, penulis akan menyajikan kesimpulan 

yang merangkum temuan utama serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan 

efektivitas sistem JDIH di DPRD Kota Surakarta. Kesimpulan penelitian ini merangkum peran 

dan efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta. DPRD 

berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH melalui pembentukan gugus tugas, 

penganggaran website, dan kolaborasi dengan instansi seperti Diskominfo serta Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah. Dukungan ini menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi dokumentasi 
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hukum yang akuntabel dan transparan, diperkuat dengan bimbingan teknis dari DPRD Provinsi 

Jawa Tengah. Implementasi JDIH terbukti efektif meningkatkan akses hukum melalui website, 

aplikasi, pojok layanan offline, promosi media sosial, dan sosialisasi langsung. Meski terkendala 

anggaran dan SDM, strategi DPRD tetap berdampak nyata. JDIH juga berperan strategis dalam 

mendorong E-Governance dengan menyediakan informasi hukum digital yang cepat, akurat, dan 

transparan, sehingga memperkuat partisipasi publik, efisiensi layanan, dan transformasi digital 

pemerintahan daerah. 

        4.2. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, Penulis menyarankan DPRD Kota Surakarta 

memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait, meningkatkan anggaran, serta rutin mengadakan 

pelatihan untuk pengelola JDIH. Peningkatan SDM, infrastruktur, keamanan data, dan 

pengembangan fitur digital inovatif perlu diutamakan. Sosialisasi ke masyarakat, khususnya 

yang kurang familiar teknologi, juga harus diperluas. Langkah ini diharapkan meningkatkan 

efektivitas JDIH, mendukung E-Governance, dan memastikan layanan informasi hukum optimal 

serta berkelanjutan. 

. 
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